PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PADA SENGKETA KLAIM ASURANSI







A. Latar Belakang 
Risiko merupakan akibat dari suatu kejadian yang tidak diduga terkait 
kekayaan, kesehatan, property dan lainnya, sehingga masyarakat membutuhkan 
jasa untuk meminimalisir risiko tersebut yaitu berupa asuransi. Adanya asuransi 
akan memberikan manfaat bagi tertanggung atau ahli waris saat terjadinya suatu 
musibah. Tertanggung akan membayar sejumlah uang atau premi untuk 
mendapatkan manfaat asuransi atas risiko yang dialami sesuai dengan yang telah 
disepakati dalam polis.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Peransuransian (selanjutnya disebut UU Peransuransian), disebutkan: 
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 
dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : 
a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa 
yang tidak pasti; atau 
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.  
 
Berdasarkan definisi tersebut, asuransi dapat dibedakan menjadi asuransi 
jiwa dan asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi hasil 
pertanian, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan. Pada tahun 2019 




dari asuransi jiwa, asuransi kerugian, reasuransi, badan penyelenggara jaminan 
sosial dan penyelenggara asuransi wajib.1 
Salah satu hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung adalah 
penanggung berhak menerima premi yang dibayar tertanggung dan tertanggung 
berkewajiban membayar premi kepada penanggung sebagaimana yang telah 
ditentukan. Kemudian apabila terjadinya peristiwa yang merugikan sebagaimana 
yang telah diperjanjikan, tertanggung berhak menerima manfaat asuransi dan 
penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian yang diderita sebagaimana 
yang telah disepakati dalam polis asuransi. 
Seiring meningkatnya konsumen asuransi maka semakin meningkat juga 
klaim manfaat polis yang terjadi. Namun proses klaim asuransi tidak selalu 
berjalan sebagaimana yang diharapkan konsumen jasa asuransi atau 
tertanggung, klaim tersebut ada yang diterima maupun ditolak. Pengajuan klaim 
yang sulit atau penolakan klaim asuransi merupakan salah satu kendala yang 
sering dialami. Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi secara 
lengkap mengenai produk asuransi dan disisi lain pelaku usaha hanya 
mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak bagi 
konsumen dikemudian hari, sehingga konsumen berada diposisi yang dirugikan. 
Regulasi serta perlindungan hukum terhadap tertanggung menjadi poin 
penting dalam penggunaan layanan jasa asuransi. Perlindungan hukum terhadap 
tertanggung merupakan bentuk upaya kepastian hukum untuk memberikan 
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perlindungan kepada tertanggung selaku konsumen. Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang 
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan 
konsumen. 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan 
konsumen dibutuhkan agar konsumen mendapat kepastian hukum dalam 
memperoleh hak dalam menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa 
yang diperoleh dari pelaku usaha, termasuk tertanggung selaku konsumen jasa 
pada sektor asuransi.  
Proses klaim asuransi menjadi sulit dan tidak menutupi kemungkinan 
berakhir dengan penolakan klaim asuransi. Menurut data BPKN sejak Tahun 
2017 hingga 29 April 2021 terdapat 2.170 aduan konsumen di sektor jasa 
keuangan, dimana sekitar 70% aduan tersebut terkait asuransi.2  
Seperti halnya sengketa klaim asuransi yang diajukan ke pengadilan 
karena tertanggung tidak mendapat haknya sebagaimana yang telah 
diperjanjikan dalam polis asuransi, seperti yang akan dibahas dalam penelitian 
ini yaitu kasus antara Agus Suwandi dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife 
Indonesia. Kasus ini bermula ketika Agus Suwandi mengajukan klaim asuransi 
atas meninggalnya tertanggung (isterinya yaitu Alm. Mayang Sri W) Asuransi 
Jiwa Manulife, namun perusahaan asuransi terkait menolak pembayaran klaim 
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asuransi dan membatalkan polis secara sepihak karena tertanggung dianggap 
tidak memberikan informasi terkait kesehatannya dengan benar.  
Pada pelaksanannya tertanggung merasa dirugikan atas perbuatan yang 
dilakukan oleh penanggung karena tidak berbuat secara adil sesuai dengan 
kesepakatan yang dilakukan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, “semua persetujuan 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.” Oleh karena hal tersebut, para pihak terkait dalam hal ini 
penanggung dan tertanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya 
masing-masing. 
Padahal perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan 
dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, 
dengan begitu penanggung dan tertanggung harus melaksanakan perjanjian 
sebagaimana mestinya, apabila penanggung tidak melaksanakan kewajibannya 
maka penanggung tidak melaksanakan itikad baik dan dapat dikatakan 
melakukan wanprestasi. 
Penolakan klaim yang dilakukan penanggung, mengakibatkan kerugian 
bagi tertanggung dengan tidak menerima haknya sebagaimana tertuang dalam 
polis asuransi. Agus Suwandi selaku penggugat yang mewakili tertanggung dan 
penerima manfaat menuntut ganti kerugian yang dialami oleh tertanggung dan 
penerima manfaat serta meminta perlindungan hukum. 
Agus Suwandi menggugat PT Asuransi Jiwa Manulife atas penolakan 




Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dengan 
amar putusan menyatakan tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat 
membayar ganti rugi serta membayar manfaat polis terhadap penerima manfaat 
dari tertanggung dalam polis asuransi, sesuai dengan program yang diikuti 
tertanggung yaitu Program Asuransi Primajaga 100 dan Program Asuransi 
Proteksi Prima Rencana Optima-Executive 05. Pihak PT Asuransi Jiwa Manulife 
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta menguatkan amar Putusan PN Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 
242/Pdt/2018/PT DKI. Kemudian, PT Asuransi Jiwa Manulife mengajukan 
kasasi namun tdiak dikabulkan.3 
Setelah melalui proses penyelesaian sengketa secara litigasi mulai dari 
tingkat pertama, banding hingga kasasi, Majelis Hakim Agung memutuskan 
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 
K/Pdt/2019, dimana permohonan ditolak sehingga PT. Asuransi Jiwa Manulife 
harus membayar klaim sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 
dan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk ke-6 (enam) penerima 
manfaat, serta membayar biaya perkara.  
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu 
terkait perlindungan hukum terhadap tertanggung dan pertimbangan hukum 
hakim pada kasus asuransi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019, 
dimana penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaturan 
perlindungan hukum terhadap tertanggung pada sengketa klaim asuransi dan 
                                                          




pertimbangan hukum hakim dengan mengangkat judul penelitian 
“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Sengketa Klaim 
Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019)”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan 
dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam 
sengketa klaim asuransi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 
K/Pdt/2019? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1318 K/Pdt/2019? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap tertanggung 
dalam sengketa klaim asuransi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1318 K/Pdt/2019.  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah 





D. Manfaat Penelitian  
Manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis : 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian hukum 
khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 
tertanggung pada sengketa klaim asuransi.  
2. Manfaat praktis : 
Hasil penelitan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, 
sebagai berikut: 
a. Bagi Tertanggung 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hak-
hak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan hukum yang 
semestinya dan upaya-upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa 
klaim asuransi. 
b. Bagi Penanggung 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
perusahaan asuransi selaku penangung untuk memperhatikan hak-hak 
konsumen dan dapat menyelesaikan sengketa klaim yang terjadi secara 







c. Bagi Majelis Hakim 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
Majelis Hakim selaku penegak hukum dalam mempertimbangkan putusan 
yang dijatuhkan terkhusus pada sengketa klaim asuransi. 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode 
kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data kemudian 
dilakukan analisis dan diinterpretasikan.4 Kemudian metode pendekatan yang 
digunakan yuridis normatif yaitu penelitian menekankan pada data sekunder 
yang dilakukan dengan cara pendekatan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung pada sengketa 
klaim. Adapun aturan yang digunakan dalam penelitian ini melingkupi ilmu 
hukum terkait KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Peransuransian, serta aturan lain yang terkait untuk kemudian dikaji 
terkait dengan penelitian dan pendekatan kasus pada Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019. 
2. Spesifikasi Penelitian   
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu 
penelitian hukum yang memberikan gambaran tentang keadaan hukum atau 
                                                          





mengenai gejala yuridis, atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, 
dalam hal ini terkait ketentuan dan prosedural perlindungan hukum terhadap 
tertanggung pada sengketa klaim asuransi sedangkan analitis yaitu melakukan 
kajian terhadap obyek penelitian dalam rangka menjawab permasalahan. 
3. Objek Penelitian  
Objek penelitian ini adalah informasi terkait perlindungan hukum 
terhadap tertanggung pada sengketa klaim asuransi (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019). 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data penelitian, penulis menggunakan metode studi 
pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari 
sumber kepustakaan, buku-buku, peraturan perundangan-undangan terkait 
penelitian untuk memperoleh data sekunder.  
Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 
1.) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 
seperti perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, 
yurisprudensi, traktat.5 Adapun yang menjadi bahan hukum primer 
dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
a.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
b.) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 
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c.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
d.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian; 
e.) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan; 
f.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
2.) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu publikasi hukum yang bukan berupa 
dokumen resmi namun berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer 
penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu kepustakaan 
terkait perlindungan hukum, perlindungan konsumen, asuransi serta 
jurnal hukum yang terkait dengan penelitian penulis. 
3.) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang melengkapi atau menunjang 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 
yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun 
sumber-sumber dari internet. 
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data  
Data penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian 




proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dan disajikan 
dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab pertanyaan penelitian.6 
6. Metode Analisa Data  
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian dilakukan dengan 
metode analisis normatif kualitatif. Metode penelitian hukum normatif 
dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka 
terlebih dahulu. Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh 
adalah data deskriptif, apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul, kemudian 
diuraikan dan dikaitkan antara satu data dengan yang lainnya secara 









                                                          




F. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terarah 
dan sistematis. Adapun sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut: 
Bab I  : Pendahuluan  
  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
Bab II  : Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung pembahasan meliputi 
tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum 
mengenai asuransi dan tinjauan umum mengenai penyelesaian 
sengketa. 
Bab III  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini berisi hasil penelitian duduk perkara Pada Putusan PN, 
Putusan PT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 
K/Pdt/2019, dalam pembahasan akan diuraikan pengaturan 
perlindungan hukum terhadap tertanggung pada sengketa klaim 
asuransi terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019 
dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1318 K/Pdt/2019. 
Bab IV  : Penutup 
Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. 
